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ABSTRAR

Gusnita, 01 140 106, Jurusan UHuekum Internasional, Fakultas hukum
Universitas Andalas. Pembimbing 1 : Poniar Warsono 5.H, Pembimbing 11 2
AL Jhon SJLM.IL Juduel skripsi : Analisis Yuridis Terhadap perlindungan

Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh Menurut Konvensi
Jenewa 1949,

Warlawan perany merupakan salah st pihak yang dilindungi dzlam
cunlu sengkels bersenjata, scorang wartawan perang memiliki status sebagei
penduduk sipil walaupun i masuk atau berada di dalam daerah periempuran i
tidak akian kehilangan status lersebut Wartawan perang vang tengab menjalankan
profesinys dimedan perlempuran tetap berstatus sehagal orang sipil dan berhak
mendapatkan scpala perlindungan yang dibenkan untuk mereka yang tergolong
kedalam pernduduk sipil seperti vang telah dientukan dalam Fonvens Jencws
1946 dan Protokal Tambahan | 1977 Derdasackan hal tersebut penelinan 1
dimaksudkan untuk mengeambarkan ketenoan hukum, bak dan kewajiban serla
bentuk perfindunpan terhadap scorang warlawan perang,

Dalam penchitian ini penulis mengangkal permasalaban mengenal
perangkat hukum  yang mengatur wartawan perang yang Lerdapal di dalam
Monvensi ke=t Konvensi Jenews 1949 tentang hak dan kewajiban seorang
wartawan perang menurut hukum humaniter serta bentuk perbndungan terhadap
seorang wartawan perang yang sedang berugas,

Penulisan skripsi ini bersifal kualitatf dengan mengpunakan pendekatan
varidis normatiy vang i dukung dengan penclitian bukum sosiologis dengan
mengumpulkan data primer dan data sekunder pada kantor intemasional comiite
ol 1he red crossiicre).

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam suaty peristive konflik
hersemjata seorang wartawan perang itu di Imdungi dan diakw haknya schagal
arang sipil dengan tidak mengurang: kedudukann mereka schapai mana yang
terdapat di daiam konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan [ - 1977 asalkan
searanp wartawan perang itu tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
kedudukan mereka sebapai orang sipil Dan sebagal orang sipil warlawan perang
tidak boleh menjadi sasaran serangan militer Seorang . wartawan perang berhak
untuk mendapatkan perlindungan pada saal melaksanakan tugas jurnalisme di
wilayah konflik bersenjata serta tidak boleh menjadi sasaran serangan oleh pihak
— pihak yang bertikai Warawan perang berkewajiban uniuk memberitakan
peristiwa dengan menghormati norma serta aturan hukum yang berlaku. Adapun
hentuk perlindungan terhadap wartawan perang secars umum terdapat di dalam
aturan hukum humaniter, pasal 79 Protokol Tambahan [~ 1977 dan secara khusus

terdapat di dalam aturan hukum nasional (Undang — undang Pers No. 40 Tahun
1999),
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di tengab-tenpah maraknva faju perkembangan ek halow indormasi
dun media massa vang sanpal pesat. maka personil vang paling dituntut
profesionalitas dan Linerjanya adalaly seorang warlwaan (baik warlawan tlis
maupun  wartawan  fotad. Alasannva,  seomang  warkewan harus  dapal
menampilkan  pemberiaan yang memenuhi persvaratan kelavakan suatu
berita. vaite yang memenuhi kaidah Facty, Fafrness, Ethivs, dan Jase
erlepas dari medan yang menjadi surmber |.-c~mhuri1:u;1n."

Meskipun untuk dapal nenyajikan berita yang memenuin persyarali
seperti fu seorang wartawan lidak jarang harus bertaruh dengan Jiwa raguny,
bal inilah yanp kerap dihadapi oleh scorang warlawan perilly yans 1engsh
bertugzas di medan perlempiras demi lerwujudnya sebuah pembenizan yang
seobvektil mungkin dan memenuhi svaral kelayakan sebuahi berha, Setiap
lahennys selaln ads laporan mengenai K media vang terbumih, luka — Tuka,
ditanpkap, ataw hilang pada saat mereka menyampaiken berita, Sehagai
catatan, sedikitnya 61 wartawan di berbagai dunia tewas, dan 123 orang
lainnya di tahan pada tahen 1997 Th amars 61 orang vang lewas, Masing-
masing 12 orang tewas dikawasan bn;kas Yuposlavia dan Twki, dimana

' Bruce PorterTimothy Feris, The Practice of Jonrngliomn. A guide o Reportiag dani Reporung e

News (Mew Jersey © Prentice Hall, 1985) p.334.



kawasan bekas Yueoslavia adalah salah satu kawasan paling erbabaya bagi
pers, scjak meletesnva perang disana,”

Peperanean yang melibatkan scormng wamawan perang schapaimana
vang ditelaal dafam penulisan ini adalah perang sepeni yang didefinisitan

eleh berbagai pakar Hukum Internasional, diantarenyva adalah

- Cpponbcim :

Woor s a contention bebween e or more states eoueh their Armed
FPOTCEs. JOT INE NUID0SE 07 OVEMOWENTE SACN BINEC AN 1IN .-
conditions of peace as the victor pleases.”

Berdasarkan  delinisi  ini. maka  perang  memiliky  ciri khas
{karakierisik) sehapal berkot

L. perikaian antar negare (comteniion beoreen stales),

-2t

denpan  menggunakan angkatan  porang  (froogf feir aremeid
Foreexls
3. berwjuan untuk menguasa ldwan {overpowering cocl offier amd

e et coviediivony o peace ay the victor pleoses)

- Me Mair

wWar is a state or condition al affairs, not a mere serics of acts of force”

State of affpies tersebut dapat terjndi jika -

1. apabila suaty nepara menyatakan dengan tepas hahwea ade perang:

*uZedikitnya 61 Wornwan Tewns dalam Tegasnyva™, Pefine {32 Apcil 1993)
Plecpnbhsimelanlersachl fnisrnanions’ Low Fol 5P 0 Divete, War and Newtraline (Londan,
iy, 202,

- Piencksmal ble Moer senert dikutin GPE 1 L arvomastamm, Sebeduomdf sesane Hedum Fumaniter (]
{Surakora 1 Sebelas Morel Unversivy Press, 19940, hal. 5.
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PENUTLP

A, Kesimpulan.

Drani diuraian mengenar Analisis Yundis terhadap Wartawan Perang dalam
konflik bersemata di Aceh menurut Konvenst Jenewa 1949 maka dapat
dirumuskan beberapa kesimpulan schagai berikut

| Kenka seorang wartawan perang lenpsh memalankan miss profesimya
dalam suatu peperangan yvang bersifal Mon — Imermational Armed conflict,
maka 12 akan memperoleh perhindungan sepern vang  diatur dalam
konvensi Jenews 1949 Pada umumnva perlindungan vang diberikan bap
warlawan  perang vang berada didacrah konllik adalah dibenzannya
perlindungan vang wajar kepada para warawan dan bahava vang tmbul
dalam kontlik.membertkan permpatan kepada mercka anuk menjauin
daerab vang berbahava,dalan hal wantawaen o dontermir maka e haros

diperlakukan kepada merckia pasal 75 sampar 135 dan konvenst ke IV

konvensi seneva.memberikan imformast bila warawan it menimggal,

hilang, atau dipemar Pembenan status sebagal orang sipel (eivilian ), diatar
secaré khusus dalam konvenst ket konvensi Jenews P09 (Geneva

Convention Relative to the Protection of Civilian Persons i time of War),

lika pada soal menjalankan Profesinva i, kemudian ra tenangkap atau

drtakan, maka terhadapnva akan dibenikan perlindunpan selavaknya. Hal

ini jupa diatur dalam protokol tambahar 1 pasal 79 mengenal Measiires of
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